MENTERI NEGARA

PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA

REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTER| NEGARA

PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA

NOMOR 14 TAHUN 2009

TENTANG

JABATAN FUNGSIONAL WIDYAISWARA DAN ANGKA KREDITNYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA,

Menimbang

Mengingat

1.

i

bahwa Jabatan Fungsiohal Widyaiswara dan Angka

.Kreditnya yang diatur dalam Peraturan Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
PER/66/M.PAN/6/2005 tentang Jabatan Fungsional
Widyaiswara dan Angka Kreditnya sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara Nomor PER/22/M.PAN/4/2006 tidak
sesual lagi dengan perkembangan profesi dan tuntutan
kompetensi; ) '

bahwa sehubungan dengan hal tersebut, dipandang periu
mengatur kembali Jabatan Fungsional Widyaiswara dan
Angka ‘Kreditnya dengan Peraturan Menteri Negara
Pendayagunaan Aparatur Negara tentang Jabatan
Fungsional Widyaiswara dan Angka Kreditnya;

AUndang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-

pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1974 Nomor §5, Tambahan Lembaran
Negara Republik-Indonesia Nomor 3041), sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun
1999 (Lembaran Negara Repubfik Indonesia Tahun 1999
Nomor 169, .Tambahan Lembaran Negara Republik
indonesia Nomor 3890); '




Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 tentang
Pemberhentian/Pemberhentian  Sementara  Pegawai
Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1966 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2797),

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1976 tentang Cuti
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1976 Nomor 57, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3093);

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang
Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 50,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3176);

Peraturan Pemerintah Nomor 16. Tahun 1994 tentang
Jabatan Fungsional Pegawai Negeri- Sipil (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun. 1994 Nomor 22,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3547);

Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang
Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan
Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 4015),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 54 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran
Negara Repubiik Indonesia Nomor 4332);

Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang
Pengadaan Pegawai Negeri Sipil {(Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 195, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4016),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 11 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik
indonesia Tahun 2002 Nomor 31, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4192),




10.

11.

12.

13.

14.

Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang
Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran
Negara Repubiik Indonesia Tahun 2000 Nomor 1S6,
Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor
4017), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);

Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang
Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4019); |

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang
Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan
Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan

. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang
Organisasi Perangkat Daerah {Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 19938 tentang
Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;

Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang
Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan
Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non
Departemen, sebagaimana telah enam kali diubah
terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun

2005;

Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang
Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan
Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia,
sebagaimana telah empat kali diubah terakhir dengan
Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2008,



Memperhatikan: 1. Usul Kepala Lembaga Administrasi Negara dengan surat
Nomor 18/Kep/lit/2009 tanggal 23 Maret 2009;

2. Pertimbangan Kepala Badan Kepegawaian Negara
dengan surat Nomor K.26-30/V.134-1/93 tanggal 22 Juli
2009;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN
APARATUR NEGARA TENTANG JABATAN FUNGSIONAL
WIDYAISWARA DAN ANGKA KREDITNYA.

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Jabatan Fungsional Widyaiswara adalah jabatan
fungsional yang mempunyai ruang lingkup, tugas,
‘tanggung jawab, dan wewenang mendidik, mengajar
dan/atau melatih Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan hak
dan kewajiban yang diberikan secara penuh oleh pejabat
yang berwenang;

2. Widyaiswara adalah jabatan fungsional yang mempunyai
ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang
untuk mendidik, mengajar dan/atau melatih PNS pada
Lembaga Diklat Pemerintah;

3. Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Jabatan PegaWai
Negeri Sipil (PNS) yang selanjutnya disebut Diklat PNS
adalah proses penyelenggaraan belajar mengajar dalam
rangka meningkatkan kemampuan PNS;

4. Lembaga Diklat Pemerintah adalah satuan unit organisasi
pada Kementerian, Non Kementerian, Kesekretariatan
Lembaga Negara, dan Perangkat Daerah yang bertugas
melakukan pengelolaan Diklat;

5. Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan adalah Diklat
yang dilaksanakan untuk mencapai persyaratan
kompetensi kepemimpinan aparatur pemerintah yang
sesuai dengan jenjang jabatan struktural;




6.

10.

1.

12.

Pendidikan dan Pelatihan Fungsional adalah Diklat yang
dilaksanakan untuk mencapai persyaratan kompetensi
jabatan fungsional yang sesuai dengan jenis dan jenjang
jabatan masing-masing; |

Pendidikan dan Pelatihan Teknis adalah Diklat yang
dilaksanakan untuk mencapai persyaratan kompetensi
teknis yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas PNS;

Spesialisasi Widyaiswara adalah keahlian yang dimiliki
oleh Widyaiswara yang didasarkan pada rumpun
keilmuan tertentu sesuai latar belakang pendidikan
dan/atau pengalaman kerjanya;

Standar kompetensi Widyaiswara adalah kemampuan
minimal yang secara umum dimiliki oleh Widyaiswara
dalam melaksanakan tugas, tanggung jawab dan
wewenangnya untuk mendidik, mengajar, dar/atau
melatih PNS, yang terdiri atas kompetensi pengelolaan
pembelajaran, kompetensi kepribadian, kompetensi
sosial, dan kompetensi substantif;

Pendidikan dan Pelatihan tingkat tinggi adalah Diklat bagi
PNS untuk mencapai persyaratan kompetensi jabatan
struktural Eselon |, Eselon il, dan kompetensi jabatan
fungsional jenjang utama, yang terdiri dari Diktat
Kepemimpinan Tingkat | dan Tingkat I, Diklat Fungsional
jenjiang Tingkat Utama, dan Diklat Teknis lainnya yang
setara;

Pendidikan dan Pelatihan tingkat menengah adalah Diklat
bagi PNS untuk mencapai persyaratan kompetensi
jabatan struktural Eselon Ill, dan kompetensi jabatan
fungsional jenjang madya, yang terdiri dari Diklat
Kepemimpinan Tingkat lil, Diklat Fungsional jenjang
Tingkat Madya, dan Diklat Teknis lainnya yang setara;

Pendidikan dan Pelatihan tingkat lanjutan adalah Diklat
bagi PNS untuk mencapai persyaratan kompetensi
jabatan struktural Eselon 1V, dan kompetensi jabatan
fungsional jenjang muda atau yang setara, yang terdiri
dari Diklat Kepemimpinan Tingkat IV, Dikiat Fungsional
jenjang Tingkat Muda, dan Dikiat Teknis lainnya yang
setara;




13. Pendidikan dan Pelatihan tingkat dasar adalah Diklat bagi

14.

Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) untuk mencapai
persyaratan kompetensi PNS yaitu Diklat Prajabatan, dan
Diklat bagi PNS untuk mencapai persyaratan kompetensi
jabatan fungsional yang terdiri dari Diklat Pembentukan
Jabatan Fungsional dan Diklat Teknis lainnya yang
setara;

Angka kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan
dan/atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus
dicapai oleh Widyaiswara dalam rangka pembinaan karier
jabatan dan kepangkatannya;

15. Tim penilai angka kredit adalah tim penilai yang dibentuk

(1

)

(3)

(1)

(2)

dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang, dan
bertugas menilai prestasi kerja Widyaiswara.

BAB !I
RUMPUN JABATAN, KEDUDUKAN, DAN
TUGAS POKOK

Pasal 2

Jabatan Fuhgsional Widyaiswara termasuk dalam rumpun

pendidikan lainnya.
Pasal 3

Widyaiswara berkedudukan sebagai pejabat fungsional di
bidang kediklatan pada Lembaga Diklat Pemerintah.

Widyaiswara sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
merupakan jabatan karier yang hanya dapat diduduki oleh
PNS.

Widyaiswara dalam melaksanakan tugasnya,
bertanggung jawab kepada Pimpinan Lembaga Diklat
Pemerintah yang bersangkutan.

Pasal 4

Tugas pokok Widyaiswara adalah mendidik, mengajar,
dan/atau melath PNS pada Lembaga Diklat Pemerintah
masing-masing.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), Widyaiswara harus mendapatkan
penugasan secara tertulis dari Pimpinan Lembaga Diklat
Pemerintah yang bersangkutan.




(3) Widyaiswara yang melaksanakan tugas  pokok

(1)

)

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Lembaga
Diklat Pemerintah di luar instansinya, harus mendapat
surat penugasan dari Pimpinan lembaga Dikiat
pemerintah masing-masing.

BAB

INSTANSI PEMBINA DAN TUGAS INSTANSI PEMBINA

Pasal 5

Instansi Pembina Jabatan Fungsional Widyaiswara
adalah Lembaga Administrasi Negara (LAN).

Lembaga Administrasi Negara sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) wajib melakukan tugas pembinaan antara
lain meliputi:

a. menetapkan pedoman formasi Jabatan Fungsional

Widyaiswara;

b. menetapkan standar kompetensi Jabatan Fungsionat
Widyaiswara;

¢. menyelenggarakan dan memfasilitasi seleksi dan
pengembangan Jabatan Fungsional Widyaiswara;

d. menyusun kurikulum Diklat Jabatan Fungsional
Widyaiswara;

e. menyelenggarakan dan memfasilitasi Dikiat
Fungsional Widyaiswara dan Diklat Teknis bagi
Widyaiswara;

f. melakukan evaluasi dan penempatan Jabatan
Fungsional Widyaiswara,

g. melakukan monitoring dan evaluasi Jabatan
Fungsional Widyaiswara;

h. menetapkan pedoman sertifikasi Jabatan Fungsional
Widyaiswara;




i, | menyelenggarakan dan memfasilitasi proses sertifikasi
Jabatan Fungsional Widyaiswara;

j- mensosialisasikan Jabatan Fungsional Widyaiswara
serta petunjuk pelaksanaannya,;

k. mengembangkan sistem informasi Jabatan Fungsional
Widyaiswara; dan

I.  memfasilitasi penyusunan dan penetapan etika profesi
dan kode etik Widyaiswara.

BAB IV
UNSUR DAN SUB UNSUR KEGIATAN

Pasal 6

(1) Unsur dan sub unsur kegiatan Widyaiswara yang dinilai
angka kreditnya, terdiri atas:

a. Pendidikan, terdiri dari:

1.

Pendidikan sekolah yang terakreditasi dan
memperoleh ijazah/gelar kesarjanaan;

Diklat dan memperoleh Surat Tanda Tamat
Pendidikan dan Pelatihan (STTPP)/sertifikat; dan

Diklat Prajabatan dan memperoleh
STTPP/sertifikat.

b. Pengembangan dan Pelaksanaan Diklat, terdiri dari:

o

1. penganalisisan kebutuhan Diklat;

2. penyusunan kurikulum Dikiat;

3.

4, pelaksanaan tatap muka di depan kelas Diklat

penyusunan baha_n Diklat sesuai spesialisasinya,

sesuai spesialisasinya;

pemeriksaan ujian Diklat sesuai spesialisasinya;
pembimbingan peserta Diklat pada Diklat Struktural
sesuai spesialisasinya;

pengelolaan program Diklat di instansinya; dan

pengevaluasian program Diklat.




¢. Pengembangan Profesi, terdiri dari:

1.

4,

pembuatan Karya Tulis limiah (KT}) yang terkait
lingkup kediklatan dan/atau  pengembangan
spesialisasinya,

penerjemahan/penyaduran buku dan bahan ilmiah
lainnya selain buku yang terkait lingkup kediklatan
dan/atau pengembangan spesialisasinya;

pembuatan peraturan/panduan dalam lingkup
kediklatan; dan

pelaksanaan orasi ilmiah sesuai spesialisasinya.

d. Unsur Penunjang, meliputi:

1.

6.

peran serta dalam seminar/lokakarya dalam rangka
pengembangan wawasan/kompetensi

Widyaiswara;
keanggotaan dalam organisasi profesi;

keanggotaan dalam Tim Penilai Jabatan
Fungsional Widyaiswara;

pembimbingan kepada Widyaiswara jenjang di
bawahnya;

perolehan gelar kesarjanaan yang tidak sesuai
spesialisasinya;

perolehan piagam kehormatan/tanda jasa;

{2) Unsur dan sub unsur kegiatan Widyaiswara sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan rincian angka kreditnya
adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran 1.

(1)

BABYV
JENJANG JABATAN DAN PANGKAT
Pasal 7

Jenjang Jabatan Fungsional Widyaiswara dari yang
terendah sampai dengan yang tertinggi, yaitu:

a. Widyaiswara Pertama,;

b. Widyaiswara Muda;

c. Widyaiswara Madya;

d. Widyaiswara Utama.




(2) Jenjang pangkat Widyaiswara sebagaimana dimaksud

(3)

(4)

pada ayat (1), sesuai dengan jenjang jabatannya, yaitu:
a. Widyaiswara Pertama:

1. Penata Muda, golongan ruang Hi/a;

2. Penata Muda Tingkat I, golongan ruang lil/b.
b. Widyaiswara Muda:

1. Penata, golongan ruang li/c;

2. Penata Tingkat |, golongan ruang lil/d.
c. Widyaiswara Madya:

1. Pembina, golongan ruang V/a;

2. Pembina Tingkat I, golongan ruang V/b;

3. Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c.
d. Widyaiswara Utama:

1. Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d;

2. Pembina Utama, golongan ruang iV/e.

Jenjang pangkat untuk masing-masing jabatan
Widyaiswara sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
adalah jenjang pangkat dan jabatan berdasarkan jumlah
angka kredit yang dimiliki masing-masing jenjang jabatan
sebagaimana tersebut dalam Lampiran li.

Penetapan jenjang jabatan Widyaiswara  untuk
pengangkatan dalam jabatan ditetapkan berdasarkan
jumlah angka kredit yang dimiliki setelah ditetapkan oleh
pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit,
sehingga dimungkinkan jabatan dan pangkat tidak sesuai
dengan jabatan dan pangkat sebagaimana dimaksud

pada ayat (2).
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BAB VI
RINCIAN KEGIATAN DAN UNSUR YANG DINILAI

Pasal 8

(1) Rincian kegiatan Widyaiswara sesuai jenjang jabatan,
adalah sebagai berikut;

a. Widyaiswara Pertama, yaitu:

1. menyusun kurikulum Diklat Prajabatan Golongan |
danil;

2. menyusun kurikulum Diklat Prajabatan Golongan
1,

3. menyusun kurikulum Diklatpim Tingkat IV,
4. menyusun kurikulum Diklatpim Tingkat 1Hi;

5. menyusun kurikutum Diklat Pembentukan Jabatan
Fungsional;

6. menyusun kurikulum Diklat Fungsional
Penjenjangan Tingkat Dasar;

7. menyusun kurikulum Diklat Pembentukan Jabatan
Fungsional Widyaiswara Tingkat Lanjutan;

8. menyusun kurikulum Diklat Pembentukan Jabatan
Fungsional Widyaiswara Tingkat Menengabh;

9. menyusun kurikulum Diklat teknis;

10. menyusun bahan ajaf sesuai spesialisasinya pada

Diklat Prajabatan golongan | dan II;

11.menyusun bahan ajar sesuai spesialisasinya pada
Diklat Prajabatan golongan Ill,

12. menyusun bahan ajar sesuai spesialisasinya pada
Diklat Fungsional Penjenjangan Tingkat Dasar;

13. menyusun bahan ajar sesuai spesialisasinya pada
Diklat Teknis;

14. menyusun Garis-garis Besar Program
Pembelajaran  (GBPP)/  Rancang Bangun
Pembelajaran Mata Dikiat (RBPMD) dan Satuan
Acara Pembelajaran (SAP)/Rencana Pembelajaran
(RP) sesuai spesialisasinya pada Diklat Prajabatan
Golongan | dan Ii;

i1




15. menyusun Garis-garis Besar Program
Pembelajaran  (GBPP)Y  Rancang  Bangun
Pembelajaran Mata Diklat (RBPMD) dan Satuan
Acara Pembelajaran (SAP)/Rencana Pembelajaran
(RP) sesuai spesialisasinya pada Diklat Prajabatan
Golongan IlI,

16. menyusun Garis-garis Besar Program
Pembelajaran  (GBPP)Y  Rancang  Bangun
Pembelajaran Mata Diklat (RBPMD) dan Satuan
Acara Pembelajaran (SAP)/Rencana Pembelajaran
(RP) sesuai spesialisasinya pada Diklat Fungsional
Penjenjangan Tingkat Dasar;

17.menyusun Garis-garis Besar Program
Pembelajaran  (GBPP)/ Rancang  Bangun
Pembelajaran Mata Diklat (RBPMD) dan Satuan
Acara Pembelajaran (SAP)/Rencana Pembelajaran
(RP) sesuai spesialisasinya pada Diklat Teknis;

18.menyusun bahan tayang sesuai spesialisasinya
pada Diklat Prajabatan Golongan | dan il;

19.menyusun bahan tayang sesuai spesialisasinya
pada Diklat Prajabatan Golongan I,

20.menyusun bahan tayang sesuai spesialisasinya
pada Diklat Fungsional Penjenjangan Tingkat
Dasar;

21.menyusun bahan tayang sesuai spesialisasinya
pada Diklat Teknis;

22. menyusun modul Diklat sesuai spesialisasinya
pada Diklat Prajabatan Golongan | dan |l;

23.menyusun modul Diklat sesuai spesialisasinya
pada Diklat Prajabatan Golongan Ili;

24. menyusun modul Diklat sesuai spesialisasinya
pada Dikiat Fungsional Penjejangan Tingkat
Dasar;

25.menyusun modul Diklat sesuai spesialisasinya
pada Diklat Teknis;

26.menyusun soal ujian Diklat sesuai spesialisasinya
pada Diklat Prajabatan Golongan ! dan I,
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27.menyusun soal ujian Diklat sesuai spesialisasinya
pada Diklat Prajabatan Golongan il

28.menyusun soal ujian Diklat sesuai spesialisasinya
pada Diklat Fungsional Penjenjangan Tingkat
Dasar,

29.menyusun soal ujian Diklat sesuai spesialisasinya
pada Dikiat Teknis;

30. melaksanakan tatap muka di depan kelas Diklat
sesuai spesialisasinya pada Diklat Prajabatan
Golongan I dan l;

31. melaksanakan tatap muka di depan kelas Diklat
sesuai spesialisasinya pada Diklat Prajabatan
Golongan lit;

32.melaksanakan tatap muka di depan kelas Diklat
sesuai spesialisasinya pada Diklat Fungsional
Penjenjangan Tingkat Dasar,

33. melaksanakan tatap muka di depan kelas Diklat
sesuai spesialisasinya pada Diklat Teknis;

34.memeriksa  jawaban ujian Diklat sesuai
spesialisasinya pada Diklat Prajabatan Golongan |
dan H;

35.memeriksa  jawaban  ujian  Diklat sesuai
spesialisasinya pada Diklat Prajabatan Gotongan
ill;

36.memeriksa jawaban ujian  Diklat  sesuai
spesialisasinya pada Diklat Fungsional
Penjenjangan Tingkat Dasar;

37.memeriksa  jawaban ujian Diklat sesuai
spesialisasinya pada Diklat Teknis;

38. mengelola program Diklat di instansinya;

39. melaksanakan evaluasi program Diklat pada Diklaf
Prajabatan Golongan i dan |I;

40. melaksanakan evaluasi program Diklat pada Diklat
Prajabatan Golongan HI,

41.melaksanakan evaluasi program Diklat pada Diklat
Fungsional Penjenjangan Tingkat Dasar;

42 melaksanakan evaluasi program Diklat pada Diklat
Teknis.
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'b. Widyaiswara Muda, yaitu:
1. melaksanakan analisis kebutuhan Diklat;

2. menyusun kurikulum Diklat pada Diklat Prajabatan
Golongan | dan II;

3. menyusun kurikulum Diklat pada Diklat Prajabatan
Golongan lit;

4. menyusun kurikulum Diklat pada Diklatpim
Tingkat IV,

5. menyusun kurikulum Diklat pada Diklatpim
Tingkat ili;

6. menyusun kurikuium Diklat pada Diklatpim
Tingkat I};

7. menyusun  kurikulum  Diklat pada  Diklat
Pembentukan Jabatan Fungsional;

8. menyusun kurikulum Diklat pada Diklat Fungsional
Penjenjangan Tingkat Dasar;

9. menyusun kurikulum Diklat pada Diklat Fungsicnal
Penjenjangan Tingkat Lanjutan; ' o

10.menyusun kurikulum Diklat pada Diklat Fungsional
Penjenjangan Tingkat Menengah;

11. menyusun kurikulum Biklat pada Diklat Fungsional
Penjenjangan Tingkat Tinggi;

12. menyusun kurikulum Diklat pada Diklat Teknis;

13.menyusun bahan ajar sesuai spesialisasinya pada
Diklatpim Tingkat IV,

14, menyusun bahan ajar sesuai spesialisasinya pada
Diklat Pembentukan Jabatan Fungsional,

15. menyusun bahan ajar sesuai_spesialisasinya pada
Dikat Fungsional Penjenjangan Tingkat Lanjutan;
16. menyusun bahan ajar sesuai spesialisasinya pada

Dikat Teknis;

17.menyusun GBPP/RBPMD dan SAP/RP sesuai
spesialisasinya pada Diklatpim Tingkat iV,

18. menyusun GBPP/RBPMD dan SAP/RP sesuai
spesialisasinya pada Dikiat Pembentukan Jabatan
Fungsional,




19.menyusun GBPP/RBPMD dan SAP/RP sesuai
- spesialisasinya pada Diklat Fungsional
Penjenjangan Tingkat Lanjutan;

20.menyusun GBPP/RBPMD dan SAP/RP sesuai
spesialisasinya pada Diklat Teknis;

21.menyusun bahan tayang sesuai spesialisasinya
pada Diklatpim Tingkat IV;

22.menyusun bahan tayang sesuai spesialisasinya
pada Diklat Pembentukan Jabatan Fungsional;

23.menyusun bahan tayang sesuai spesialisasinya
pada Diklat Fungsional Penjenjangan Tingkat
Lanjutan;

24.menyusun bahan tayang sesuai spesialisasinya
pada Diklat Teknis;

25.menyusun modul Diklat sesuai spesialisasinya
pada Diklatpim Tingkat IV,

26.menyusun modul Diklat sesuai spesialisasinya
pada Diklat Pembentukan Jabatan Fungsional;

27.menyusun modu! Diklat sesuai spesialisasinya
pada Diklat Fungsional Penjenjangan Tingkat
Lanjutan;

28.menyusun modul Diklat sesuai spesialisasinya
pada Diklat Teknis;

29.menyusun soal ujian Diklat sesuai spesialisasinya
pada Diklatpim Tingkat 1V;

30.menyusun soal ujian Diklat sesuai spesialisasinya
pada Diklat Pembentukan Jabatan Fungsional,

31.menyusun soal ujian Diklat sesuai spesialisasinya
pada Diklat Fungsional Penjenjangan Tingkat
Lanjutan;

32.menyusun soal ujian Diklat sesuai spesialisasinya
pada Diklat Teknis;

33.melaksanakan tatap muka di depan kelas Diklat
sesuai spesialisasinya pada Diklatpim Tingkat 1V,

34.melaksanakan tatap muka di depan kelas Diklat
sesuai spesialisasinya pada Diklat Pembentukan

Jabatan Fungsional;

15




35.melaksanakan tatap muka di depan kelas Diklat
sesuai spesialisasinya pada Diklat Fungsional
Penjenjangan Tingkat Lanjutan;

36.melaksanakan tatap muka di depan kelas Diklat
sesuai spesialisasinya pada Diklat Teknis;

37.memeriksa  jawaban ujian Diklat sesuai
spesialisasinya pada Diklatpim Tingkat IV;

38.memeriksa  jawaban ujian Diklat sesuai
spesialisasinya pada Diklat Pembentukan Jabatan
Fungsional;

39.memeriksa  jawaban ujian  Diklat sesuai
spesialisasinya pada Diklat Fungsional
Penjenjangan Tingkat Lanjutan;

40.memeriksa jawaban ujian Diklat sesuai
spesialisasinya pada Diklat Teknis;

41.membimbing peserta Diklat dalam penulisan
Kertas Kerja (KK) pada Diklatpim Tingkat 1V sesuai
spesialisasinya;

42.membimbing peserta Diklat dalam Praktek Kerja
Lapangan (PKL)/Observasi Lapangan (OL) pada
Diklatpim Tingkat IV sesuai spesialisasinya;

43.menjadi moderator/narasumber pada
'seminar/lokakarya/diskusi dalam kelas pada
Diklatpim Tingkat IV sesuai spesialisasinya,

44.mengelola program Diklat di instansinya sebagai
anggota,

45.melaksanakan evaluasi program Diklat pada
Diklatpim Tingkat IV,

46. melaksanakan evaluasi program Diklat pada Diklat
Pembentukan Jabatan Fungsional;

47.melaksanakan evaluasi program Diklat pada Diklat
Fungsional Penjenjangan Tingkat Lanjutan;

48. melaksanakan evaluasi program Diklat pada Diklat
Teknis.
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¢. Widyaiswara Madya, yaitu:
1. melaksanakan analisis kebutuhan Diklat;

2. menyusun kurikulum Diklat Prajabatan Golongan |
dan Ii;

3. menyusun kurikulum Diklat Prajabatan Gotongan
i;

menyusun kurikulum Diklatpim Tingkat IV;
- menyusun kurikulum Diklatpim Tingkat il

menyusun kurikulum Diklatpim Tingkat il;

menyusun kurikulum Diklatpim Tingkat I,

menyusun kurikulum Diklat Pembentukan Jabatan
Fungsional,

9." menyusun kurikulum Dikiat Fungsional
Penjenjangan Tingkat Dasar;

10. menyusun kurikulum Diklat Fungsional
Penjenjangan Tingkat Lanjutan;

11.menyusun kurikulum Diklat Fungsional
Penjenjangan Tingkat menengabh;

12. menyusun kurikulum Diklat Fungsional
Penjenjangan Tingkat Tinggi;

13. menyusun kurikulum  Diklat Teknis;

14. menyusun bahan ajar sesuai spesialisasinya pada
Diklatpim Tingkat 11I;

15. menyusun bahan ajar sesuai spesialisasinya pada
Diklat Fungsional Tingkat Menengah;

16. menyusun bahan ajar sesuai spesialisasinya pada
Dikiat Teknis;

17.menyusun GBPP/RBPMD dan SAP/RP sesuai
spesialisasinya pada Diklatpim Tingkat il};

18.menyusun GBPP/RBPMD dan SAP/RP sesuai
spesialisasinya pada Diklat Fungsional Tingkat
Menengah;

19.menyusun GBPP/RBPMD dan SAP/RP sesuai
spesialisasinya pada Diklat Teknis;

@ N O oo

20.menyusun bahan tayang sesuai spesialisasinya
pada Dikiatpim Tingkat lI;




21.menyusun bahan tayang sesuai spesialisasinya
pada Diklat Fungsional Tingkat Menengah;

22.menyusun bahan tayang sesuai spesialisasinya
pada Diklat Teknis;

23.menyusun modul Diklat sesuai spesialisasinya
pada Diklatpim Tingkat Ili;

24.menyusun modul Diklat sesuai spesialisasinya
pada Diklat Fungsional Tingkat Menengabh;

25.menyusun modul Diklat sesuai spesialisasinya
pada Diklat Teknis;

26. menyusun soal ujian Diklat sesuai spesialisasinya
pada Diklatpim Tingkat lll;

27.menyusun soal ujian Diklat sesuai spesialisasinya
pada Diklat Fungsional Tingkat Menengabh;

28.menyusun soal ujian Dikiat sesuai spesialisasinya
pada Diklat Teknis;

29.melaksanakan tatap muka di depan kelas Diklat
sesuai spesialisasinya pada Diklatpimm Tingkat lI;

30.melaksanakan tatap muka di depan kelas Diklat
sesuai spesialisasinya pada Diklat Fungsional
Tingkat Menengabh;

31.melaksanakan tatap muka di depan kelas Diklat
sesuai spesialisasinya pada Diklat Teknis;

32.memeriksa jawaban ujian Diklat sesuai
spesialisasinya pada Diklatpim Tingkat {il;

33.memeriksa  jawaban ujian Diklat sesuai
spesialisasinya pada Diklat Fungsional Tingkat
Menengah;

34.memeriksa jawaban ujian Diklat sesuai
spesialisasinya pada Diklat Teknis,

35.membimbing peserta Diklat dalam penulisan KK
pada Diklatpim Tingkat IV sesuai spesialisasinya;

36.membimbing peserta Diklat dalam penulisan KK
pada Diklatpim Tingkat Il sesuai spesialisasinya;

37.membimbing peserta Diklat dalam PKL/OL pada
Diklatpim Tingkat IV sesuai spesialisasinya;
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38. membimbing peserta Diklat dalam PKL/OL pada
Diklatpim Tingkat Iil sesuai spesialisasinya;

39.menjadi moderator/narasumber pada seminar/
lokakarya/diskusi dalam kelas pada Diklatpim
Tingkat IV sesuai spesialisasinya;

40.menjadi moderator/narasumber pada seminar/
lokakarya/diskusi dalam kelas pada Diklatpim
Tingkat Il sesuai spesialisasinya;

41.mengelola program Diklat di instansinya sebagai
penanggung jawab;

42.melaksanakan evaluasi program  Diklatpim
Tingkat Iit; '

43. melaksanakan evaluasi program Diklat Fungsional
Penjenjangan Tingkat Menengabh;

44_melaksanakan evaluasi program Diklat Teknis.

. Widyaiswara Utama, yaitu:
1. melaksanakan analisis kebutuhan Diklat;

2. menyusun kurikulum Diklat pada Diklatpim
Tingkat lli;

3. menyusun kurikulum Diklat pada Diklatpim
Tingkat II;

4. menyusun kurikulufn Diklat pada Dikiatpim
Tingkat I;

5. menyusun kurikulum Diklat pada Diklat Fungsional
Penjenjangan Tingkat Lanjutan;

6. menyusun kurikuium Dikiat pada Diklat Fungsional
Penjenjangan Tingkat Menengah;

7. menyusun kurikulum Diklat pada Diklat Fungsicnal
Penjenjangan Tingkat Tinggi;

8. menyusun kurikulum Diklat pada Diklat Teknis;

9. menyusun bahan ajar sesuai spesialisasinya pada
Diklatpim Tingkat I},

10. menyusun bahan ajar sesuai spesialisasinya pada
Diklatpim Tingkat |;
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11.menyusun bahan ajar sesuai spesialisasinya pada
Diklat Fungsional Penjenjangan Tingkat Tinggi;

12.menyusun bahan ajar sesuai spesialisasinya pada
Diklat Teknis;

13.menyusun GBPP/RBPMD dan SAP/RP sesuai
spesialisasinya pada Diklatpim Tingkat il;

14.menyusun GBPP/RBPMD dan SAP/RP sesuai
spesialisasinya pada Diklatpim Tingkat I;

15.menyusun GBPP/RBPMD dan SAP/RP sesuai
spesialisasinya pada Dikiat Fungsional
Penjenjangan Tingkat Tinggi;

16.menyusun GBPP/RBPMD dan SAP/RP sesuai
spesialisasinya pada Diklat Teknis;

17.menyusun bahan tayang sesuai spesialisasinya
pada Diklatpim Tingkat il;

18.menyusun bahan tayang sesuai spesialisasinya
'pada Diklatpim Tingkatl; -

19.menyusun bahan tayang sesuai spesialisasinya
pada Diklat Fungsional Penjenjangan Tingkat
Tingagi,

20.menyusun bahan tayang sesuai spesialisasinya
pada Diklat Teknis;

21.menyusun modul Dikiat sesuai spesialisasinya
pada Diklatpim Tingkat li;

22.menyusun medul Diklat sesuai spesialisasinya
pada Diklatpim Tingkat I;

23.menyusun modul Diklat sesuai spesialisasinya
pada Diklat Fungsional Penjenjangan Tingkat
Tinggi;

24. menyusun modul Diklat sesuai spesialisasinya
pada Diklat Teknis;

25.menyusun soal ujian Diklat sesuai spesialisasinya
pada Diklatpim Tingkat |I;
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26.menyusun soal ujian Diklat sesuai spesialisasinya
pada Diklatpim Tingkat I;

27.menyusun soal ujian Diklat sesuai spesialisasinya
pada Diklat Fungsional Penjenjangan Tingkat
Tinggi;

28.menyusun soal ujian Diklat sesuai spesialisasinya
pada Diklat Teknis;

29.melaksanakan tatap muka di depan kelas Diklat
sesuai spesialisasinya pada Diklatpim Tingkat il;

30. melaksanakan tatap muka di depan kelas Diklat
sesuai spesialisasinya pada Diklatpim Tingkat |;

31. melaksanakan tatap muka di depan kelas Diklat
sesuai spesialisasinya pada Diklat Fungsional
Penjenjangan Tingkat Tinggi;

32.melaksanakan tatap muka di depan kelas Diklat
sesuai spesialisasinya pada Diklat Teknis;

33.memeriksa  jawaban ujian  Diklat sesuai
spesialisasinya pada Diklatpim Tingkat I,

34.memeriksa jawaban ujian- Diklat sesuai
spesialisasinya pada Diklatpim Tingkat |,

35.memeriksa jawaban ujian Diklat  sesuai
spesialisasinya pada Diklat Fungsional
Penjenjangan Tingkat Tinggi;

36.memeriksa jawaban ujian Diklat  sesuai
spesialisasinya pada Diklat Teknis;

37.membimbing peserta Diklat dalam penulisan KK
pada Diklatpim Tingkat IV sesuai spesialisasinya;

38. membimbing peserta Diklat dalam penulisan KK
pada Diklatpim Tingkat lll sesuai spesialisasinya;

39. membimbing peserta Diklat dalam penulisan KK
pada Diklatpim Tingkat Il sesuai spesialisasinya;

40. membimbing peserta Diklat dalam penulisan KK
pada Diklatpim Tingkat | sesuai spesialisasinya,

41. membimbing peserta Diklat datam PKL/OL pada
Diklatpim Tingkat IV sesuai spesialisasinya;
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42.membimbing peserta Diklat dalam PKL/OL pada
~ Diklatpim Tingkat Ill sesuai spesialisasinya;

43.membimbing peserta Diklat dalam PKL/OL pada
Diklatpim Tingkat |l sesuai spesialisasinya;

44 membimbing peserta Diklat dalam PKL/OL pada
Diklatpim Tingkat | sesuai spesialisasinya;

45.menjadi moderator/narasumber pada seminar/
lokakarya/diskusi dalam kelas pada Diklatpim
Tingkat IV sesuai spesialisasinya;

46.menjadi moderator/narasumber pada seminar/
lokakarya/diskusi dalam kelas pada Diklatpim
Tingkat Ill sesuai spesialisasinya;

47. menjadi moderator/narasumber pada
seminar/iokakarya/diskusi dalam kelas pada
Diklatpim Tingkat il sesuai spesialisasinya;

48.menjadi moderator/narasumber pada seminar/
lokakarya/diskusi dalam kelas pada Diklatpim
Tingkat | sesuai spesialisasinya;

49.mengelola program Diklat di instansinya sebagai
penanggung jawab;

50.melaksanakan evaluasi program Diklat pada
Dikdatpim Tingkat If,

51. melaksanakan evaluasi program Diklat pada
Diklatpim Tingkat |, _

52. melaksanakan evaluasi program Diklat pada Diklat
Fungsional Penjenjangan Tingkat Tinggi;

53. melaksanakan evaluasi program Diklat pada Diklat
Teknis;

(2) Widyaiswara Pertama sampai dengan Widyaiswara

Utama vyang melaksanakan Kkegiatan sub unsur
pengembangan profesi dan unsur penunjang tugas
Widyaiswara diberikan angka kredit sebagaimana
tersebut dalam Lampiran |.
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Pasal 9

(1) Widyaiswara yang melaksanakan butir kegiatan tatap

()

muka, menyusun bahan ajar diklat, GBPP/SAP, dan
bahan tayang pada suatu Lembaga Diklat Pemerintah
yang memiliki tugas pokok dan fungsi mendidik, mengajar
dan/atau melatih non PNS diberikan angka kredit
sebagaimana tersebut dalam Lampiran [.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Widyaiswara harus
mendapatkan penugasan secara tertulis dar pimpinan
Lembaga Dikiat Pemerintah yang bersangkutan.

Pasal 10

Penilaian angka kredit pelaksanaan tugas sebagaimana
dimaksud datam Pasal 8 ayat (1), ditetapkan sebagai berikut:

a.

Widyaiswara yang melaksanakan kegiatan satu tingkat di
atas jenjang jabatannya, angka kredit yang diperoleh
ditetapkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari
angka kredit setiap butir kegiatan sebagaimana tersebut
dalam Lampiran I,

Widyaiswara yang melaksanakan kegiatan satu tingkat di
bawah jenjang jabatannya, angka kredit yang diperoleh
ditetapkan sebesar 100% (seratus persen) dari angka
kredit setiap butir kegiatan, sebagaimana tersebut dalam
Lampiran i; -

Angka kredit pada kegiatan Diklat Teknis yang
dijenjangkan oleh Instansi Pembina Teknis diperhitungkan
sama dengan angka kredit pada kegiatan Diklat
Fungsional sebagaimana tersebut dalam Lampiran I,

Apabila pada suatu lembaga Diklat terdapat pelaksanaan
kegiatan Dikiat Teknis dan Diklat Fungsional yang belum
ada penetapan jenjang Diklatnya oleh Instansi Pembina
Teknis dan Instansi Pembina Jabatan Fungsional, maka
angka kredit kegiatannya akan diperhitungkan sama
dengan angka kredit pada kegiatan Diklat Teknis jenjang
Tingkat Dasar sebagaimana tersebut dalam Lampiran |.
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Pasal 11

(1) Widyaiswara yang melaksanakan kegiatan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) pada suatu Lembaga

Diklat diutamakan Widyaiswara yang sesuai dengan .

jenjang jabatannya.

(2) Widyaiswara dapat melaksanakan kegiatan pada
beberapa jenjang diklat sepanjang telah memiliki sertifikat
kompetensi sesuai dengan bidang dan tingkatnya.

(3) Ketentuan lebih lanjut tentang sertifikasi kompetensi
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut
oleh instansi pembina.

Pasal 12

Jumlah angka kredit kumulatif minimal yang harus dipenuhi

oleh Widyaiswara untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat

lebih tinggi adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran i,

dengan ketentuan:

a. paling rendah 80% (delapan puluh persen) angka kredit
berasal dari unsur utama, termasuk didalamnya paling
rendah 30 % harus berasal dari sub unsur
pengembangan dan pelaksanaan Diklat.

b. paling tinggi 20% (dua puluh persen) angka kredit berasal
dari unsur penunjang.

Pasal 13

(1) Widyaiswara Pertama yang akan naik pangkat menjadi
Penata Muda Tingkat | golongan ruang lI/b sampai
dengan Widyaiswara Muda pangkat Penata golongan
ruang lll/c, dari angka kredit kumulatif yang disyaratkan
paling rendah 4 (empat) angka kredit harus berasal dari
sub unsur pengembangan profesi;

(2) Widyaiswara Muda yang akan naik pangkat menjadi
Penata Tingkat | golongan ruang Ili/d sampai dengan
Widyaiswara Madya pangkat Pembina golongan ruang
IV/a, dari angka kredit kumulatif yang disyaratkan paling
rendah 8 (delapan) angka kredit harus berasal dari sub
unsur pengembangan profesi;
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(3) Widyaiswara Madya yang akan naik pangkat menjadi
Pembina Tingkat | golongan ruang IV/b sampai dengan
Widyaiswara Madya pangkat Pembina Utama Muda
golongan ruang IV/c, dari angka kredit kumulatif yang
disyaratkan paling rendah 12 (dua belas) angka kredit
harus berasal dari sub unsur pengembangan profesi;

(4) Widyaiswara Madya yang akan naik pangkat menjadi
Widyaiswara Utama pangkat Pembina Utama Madya
golongan ruang IV/d sampai dengan Widyaiswara Utama
pangkat Pembina Utama golongan ruang |V/e, dari angka
kredit kumulatif yang disyaratkan paling rendah 16 (enam
belas) angka kredit harus berasal dari sub unsur
pengembangan profesi.

Pasal 14

(1) Widyaiswara Utama pangkat Pembina Utama Madya
golongan ruang IV/d sampai dengan Widyaiswara Utama
pangkat Pembina Utama golongan ruang IV/e setiap

| tahun sejak diangkat dalam jabatan/pangkatnya
l diwajibkan mengumpulkan paling rendah 25 {(dua puluh
| lima) angka kredit dari sub unsur pengembangan dan
pelaksanaan Diklat dan sub unsur pengembangan
profesi.

(2) Widyaiswara Utama pangkat Pembina Utama Madya
golongan ruang IV/d untuk naik pangkat setingkat lebih
tinggi selain memenuhi- angka kredit sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi angka kredit
kumulatif yang disyaratkan sebagaimana tersebut dalam
Lampiran i

Pasal 15

Widyaiswara yang telah memiliki angka kredit melebihi angka
kredit yang telah ditentukan untuk kenaikan jabatan/pangkat
setingkat lebih tinggi, kelebihan angka kredit tersebut dapat
diperhitungkan untuk kenaikan jabatan/pangkat berikutnya.
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(2)

)

(1

BAB Vi
PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT
Pasal 16

Untuk kelancaran penilaian dan penetapan angka kredit,
Widyaiswara diwajibkan mencatat dan menginventarisasi
seluruh kegiatan yang dilakukan.

Dari hasil catatan dan inventarisasi seluruh kegiatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara hierarki
Widyaiswara wajib mengajukan usul penetapan angka

~kredit ke Tim Penilai paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1

(satu) tahun.

Penilaian dan penetapan angka kredit Widyaiswara
dilakukan paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun,
yaitu 3 (tiga) bulan sebelum periode kenaikan pangkat
PNS.

Pasal 17

Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit
Widyaiswara adalah sebagai berikut:

a. Kepala LAN untuk Widyaiswara Utama di lingkungan
Instansi Pembina dan instansi lainnya,;

b. Pejabat Eselon | yang membidangi Pembinaan
Widyaiswara untuk Widyaiswara Madya pangkat
Pembina Utama Muda golongan ruang iV/c di
lingkungan Instansi Pembina dan instansi lainnya;

C. Sekretaris Utama LAN uniuk Widyaiswara Pertama
pangkat Penata Muda golongan ruang lll/a sampai
dengan Widyaiswara Madya pangkat Pembina
goiongan ruang IV/b di lingkungan Instansi Pembina;

d. Sekretaris Jenderal atau Kepala Badan Diklat
Kementerian, Sekretaris Jenderal Lembaga Negara,
Sekretaris Utama Lembaga Pemerintah Non
Kementerian, atau Pejabat Eselon | yang setingkat
dengan itu untuk Widyaiswara Pertama pangkat
Penata Muda golongan ruang ll/a sampai dengan
Widyaiswara Madya pangkat Pembina golongan ruang
IV/b di iingkungan instansi masing-masing;

e. Sekretaris Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota untuk
Widyaiswara Pertama pangkat Penata Muda golongan
ruang Ill/la sampai dengan Widyaiswara Madya
pangkat Pembina golongan ruang IV/b di lingkurigan
instansi masing-masing.




(2) Dalam menjalankan kewenangannya, pejabat yang

(1)

(2)

(3

(4)

berwenang menetapkan angka kredit Widyaiswara
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh:

a. Tim Penilai Angka Kredit Widyaiswara pusat, bagi
pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
dan huruf b, selanjutnya disebut Tim Penilai Pusat

(TPP),

b. Tim Penilai Angka Kredit Widyaiswara instansi, bagi
pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢
dan huruf d selanjutnya disebut Tim Penilai Instansi

(TPI);

c. Tim Penilai Angka Kredit Widyaiswara daerah, bagi
pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e,
selanjutnya disebut Tim Penilai Daerah (TPD).

Pasal 18

Tim Penilai Angka Kredit Widyaiswara terdiri dari unsur

teknis yang membidangi kediklatan, unsur kepegawaian,

dan pejabat Widyaiswara.

Susunan keanggotaan Tim Penilai Angka Kredit
Widyaiswara, sebagai berikut:

a. Seorang ketua merangkap anggota;

b. Seorang wakil ketua merangkap anggota,

C. Seorang sekretaris merangkap anggota; dan
d. Paling kurang 4 (empat) orang anggota.

Anggota Tim Penilai Angka Kredit Widyaiswara
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling kurang 2
(dua) orang berasal dari pejabat fungsional Widyaiswara.

Persyaratan untuk menjadi anggota Tim Penilai adalah:

a. menduduki jabatan/pangkat paling rendah sama
dengan jabatan/pangkat Widyaiswara yang dinilat;

b. memiliki keahlian dan kemampuan untuk menilai
prestasi kerja Widyaiswara; dan

¢. dapat aktif melakukan penilaian.
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(5) Pembentukan dan susunan keanggotaan Tim Penilai

(6)

(M

@

3)

(1)

(2)

(3)

ditetapkan oleh:
a. Kepala LAN untuk TPP;

b. Sekretaris Jenderal atau Kepala Badan Diklat
Kementerian, Sekretaris Jenderal Lembaga Negara,
Sekretaris Utama Lembaga Pemerintah Non
Kementerian, atau Pejabat Eselon | atau yang
setingkat dengan itu untuk TPI;

c. Sekretaris Daerah Provinsi untuk TPD Provinsi;

d. Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota untuk TPD
Kabupaten/Kota.

Pembentukan dan keanggotaan TPl dan TPD Provinsif
Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (5)
harus mendapat rekomendasi dari Kepala LAN selaku
Pimpinan Instansi Pembina.

Pasal 19

Apabila TPI belum dapat dibentuk karena belum
memenuhi syarat keanggotaan Tim Penilai yang
ditentukan, maka penilaian prestasi kerja dilakukan oleh

TPP.

Apabila TPD Provinsi/Kabupaten/Kota belum dapat
dibentuk karena belum memenuhi syarat keanggotaan
Tim Penilai yang ditentukan, maka penilaian prestasi kerja
dilakukan oleh TPD Provinsi/Kabupaten/Kota lain yang
terdekat secara geografis atau TPP.

Penetapan angka kredit hasil penilaian Tim Penilai
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) pada instansi Tim
Penilai.

Pasal 20

Masa jabatan anggota Tim Penilai Angka Kredit
Widyaiswara adalah 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat
kembali untuk masa jabatan berikutnya.

Pegawai Negeri Sipit yang telah menjadi anggota Tim
Penilai dalam 2 (dua) masa jabatan berturut-turut, dapat
diangkat kembali setelah melampaui masa tenggang
waktu 1 (satu) masa jabatan.

Dalam hal terdapat Anggota Tim Penilai yang ikut dinilai,
maka Ketua Tim Penilai mengangkat Anggota Tim Penilai
Pengganti.
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Pasal 21

Tata Kerja Tim Penilai Angka Kredit Widyaiswara dan Tata
Cara Penilaian Angka Kredit Widyaiswara ditetapkan oleh
Kepala LAN selaku Pimpinan Instansi Pembina.

Pasal 22

Usul penetapan angka kredit Widyaiswara diajukan oleh:

a.

Sekretaris Jenderal atau Kepala Badan Diklat
Kementerian, Sekretaris Jenderal Lembaga Negara,
Sekretaris Utama Lembaga  Pemerintah  Non
Kementerian, atau Pejabat setingkat Eselon | lainnya
serta Sekretaris Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota kepada
Kepala LAN untuk angka kredit Widyaiswara Utama
pangkat Pembina Utama Madya golongan ruang {V/d dan
Pembina Utama golongan ruang IV/e;

Pejabat Pembina Kepegawaian atau Pimpinan Lembaga
Diklat Pemerintah atau pejabat di bidang kediklatan
serendah-rendahnya setingkat Eselon Il kepada Deputi
Bidang Pembinaan Diklat Aparatur LAN atau Pejabat
Eselon | yang membawahi unit Pembinaan Widyaiswara
untuk angka kredit Widyaiswara Madya pangkat Pembina
Tingkat | golongan ruang 1V/b dan Pembina Utama Muda
golongan ruang IV/c di lingkungan Instansi Pembina dan
instansi lainnya;

Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat di bidang
kediklatan serendah-rendahnya setingkat Eselon |
kepada Sekretaris Utama LAN untuk angka kredit
Widyaiswara Pertama pangkat Penata Muda golongan
ruang Ilifa sampai dengan Widyaiswara Madya pangkat
Pembina golongan ruang iV/a di lingkungan Instansi
Pembina;

Pejabat Pembina Kepegawaian atau Pimpinan Lembaga
Dikiat Pemerintah serendah-rendahnya setingkat Eselon
Il kepada Sekretaris Jenderal atau Kepala Badan Diklat
Kementerian, Sekretaris Jenderal Lembaga Negara,
Sekretaris Utama Lembaga  Pemerintah  Non
Kementerian, atau Pejabat setingkat Eselon | lainnya
untuk Widyaiswara Pertama pangkat Penata Muda
golongan ruang lli/fa sampai dengan Widyaiswara Madya
pangkat Pembina golongan ruang IV/a di lingkungan
instansi masing-masing;
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(1)

(2)

Pejabat Pembina Kepegawaian atau Pimpinan Lembaga
Diklat Pemerintah serendah-rendahnya setingkat Eselon
il kepada Sekretaris Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota
untuk Widyaiswara Pertama pangkat Penata Muda
golongan ruang Ifl/a sampai dengan Widyaiswara Madya
pangkat Pembina golongan ruang !V/a di lingkungan
instansi masing-masing.
Pasal 23

Angka kredit yang ditetapkan oleh pejabat yang
berwenang menetapkan angka kredit, digunakan untuk
mempertimbangkan kenaikan jabatan/pangkat

Widyaiswara sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

Keputusan pejabat yang berwenang menetapkan angka
kredit tidak dapat diajukan keberatan oleh Widyaiswara

yang bersangkutan.

BAB VIl

PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL
WIDYAISWARA

Pasal 24

Pejabat yang berwenang mengangkat datam ‘jabatan
Widyaiswara adalah Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(1)

Pasal 25

Pegawai Negeri Sipil yang diangkat untuk pertama kali
dalam jabatan Widyaiswara harus memenuhi syarat:

a. berijazah paling rendah sarjana (S-1)/Diploma IV
sesuai kualifikasi yang ditentukan;

b. pangkat paling rendah Penata Muda golongan ruang
/a;

c. setiap unsur penilaian prestasi kerja atau pelaksanaan
pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan
Pekerjaan (DP-3) rata-rata harus bernilai baik dalam 1
(satu) tahun teraknhir.
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(2)

)

(4)

(5)

(M

Kualifikasi pendidikan untuk jabatan Widyaiswara
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan
oleh instansi Pembina

Pengangkatan Widyaiswara sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) adalah pengangkatan yang dilakukan untuk
mengisi lowongan forrmasi Widyaiswara dari CPNS.

Pegawai Negeri Sipil yang diangkat untuk pertama kali
dalam jabatan Widyaiswara sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), paling lama 3 (tiga) tahun setelah diangkat
sebagai Widyaiswara harus mengikuti dan lutus Diklat
Fungsional Kewidyaiswaraan yang ditentukan oleh
Instansi Pembina.

Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat
(4), yang tidak lulus Dikiat Fungsional Kewidyaiswaraan
diberhentikan dari jabatan Widyaiswara.

Pasal 26

Pengangkatan PNS dari jabatan lain ke dalam jabatan
Widyaiswara harus memenuhi syarat:

a. pada saat pengangkatan sebagai Widyaiswara usia
paling tinggi 50 (lima puluh) tahun;

b. berijazah paling rendah sarjana (S-1)/Dipioma IV
sesuai kualifikasi yang ditentukan;

c. pangkat paling rendah Penata Muda golongan ruang
ll/a;

d. telah mengikuti dan lulus Diklat Fungsional
Kewidyaiswaraan yang ditentukan oleh Instansi
Pembina;

e. telah mendapat rekomendasi pengangkatan dalam
jabatan Widyaiswara dan rekomendasi Penetapan
Angka Kredit awal yang ditetapkan oleh Kepala LAN
selaku Pimpinan Instansi Pembina;
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(2)

(3)

(4)

®)

(6)

(7)

f. sehat jasmani dan rohani dan dibuktikan dengan surat
keterangan sehat (general check-up/medical record)
yang dikeluarkan oleh rumah sakit yang ditunjuk oleh
pemerintah; dan

g. setiap unsur penilaian prestasi kerja atau pelaksanaan
pekerjaan dalam DP-3 rata-rata harus bernilai baik
dalam 1 (satu) tahun terakhir.

Pangkat yang ditetapkan bagi PNS sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) adalah sama dengan pangkat
yang dimilikinya.

Jenjang jabatan Widyaiswara ditetapkan sesuai dengan
jumlah angka kredit yang ditetapkan oleh pejabat yang
berwenang menetapkan angka  kredit setelah
mendapatkan rekomendasi dari Instansi Pembina.

Jumlah angka kredit sebagaimana dimaksud pada ayat

(3) ditetapkan dari unsur utama dan unsur penunjang.

Pengalaman dalam menduduki jabatan struktural
dan/atau jabatan fungsional lainnya yang dapat diberikan
nilai angka kredit adalah jabatan struktural dan/atau
jabatan fungsional lainnya yang terkait dengan bidang
tugas pengajaran yang akan dilaksanakan.

Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a dan ayat (3) adalah bagi PNS yang
menduduki Jabatan Struktural Eselon Il dan Eselon |,
sehat jasmani dan rokhani serta lulus uji kompetensi
unfuk  memenuhi  formasi  Widyaiswara  yang
melaksanakan tugas pokok pada Diklatpim Tingkat H dan
Tingkat I.

Pelaksanaan Uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada
ayat (6) dilakukan oleh instansi terkait yaitu Lembaga
Administrasi Negara, Kementerian Negara
Pendayagunaan Aparatur Negara, Badan Kepegawaian
Negara dan Instansi Pengusul/ Pengguna.
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(8)

(9)

(1)

(2)

(3)

Pengajuan pengangkatan pejabat Struktural Eselon | dan
Eselon Il sebagaimana dimaksud pada ayat (6) selambat-
lambatnya 9 (sembilan) bulan sebelum vyang
bersangkutan mencapai batas usia pensiun dari jabatan
strukturainya, dengan ketentuan sebagai berikut :

a. Tiga bulan setelah diajukan oleh pejabat pembina
kepegawaian, paling lambat 3 (tiga) bulan
rekomendasi dapat atau tidaknya Pegawai Negeri Sipil
diangkat sebagai Widyaiswara dari Lembaga
Administrasi Negara.

b. Setelah mendapat rekomendasi paling lambat 3(tiga)
bulan harus telah diajukan kepada Pejabat yang
berwenang mengangkat.

Pedoman pengangkatan dan penetapan angka kredit

untuk penetapan jenjang jabatan  Widyaiswara

sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan oleh

Instansi Pembina.

Pasal 27 )

Pengangkatan Widyaiswara sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 25 dan Pasal 26 dilaksanakan sesuai

dengan formasi jabatan Widyaiswara, sebagai berikut:

a. Pegawai Negeri Sipil pusat dilaksanakan sesuai
dengan formasi jabatan Widyaiswara yang ditetapkan
oleh Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
setelah mendapat pertimbangan teknis Kepala BKN;

b. Pegawai Negeri Sipil daerah dilaksanakan sesuai
dengan formasi jabatan Widyaiswara yang ditetapkan
oleh pejabat pembina kepegawaian masing-masing
setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri
Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan
berdasarkan pertimbangan teknis Kepala BKN.

Formasi Jabatan Fungsional Widyaiswara sebagaimana
dimasud dalam ayat (1), untuk seorang Widyaiswara
jumlah jam pelajaran minimal pertahun dari kegiatan tatap
muka yaitu 500 Jam Pelajaran (JP).

Instansi pemerintah pusat dan daerah yang tidak memiliki
Lembaga Dikiat tidak dapat mengangkat Widyaiswara.
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BAB IX

KENAIKAN JABATAN/PANGKAT WIDYAISWARA UTAMA

Pasal 28

(1} Untuk diangkat dalam jabatan Widyaiswara Utama di

(N

2

)

(1

samping memenuhi angka kredit kumulatif yang
disyaratkan, harus memenuhi persyaratan sebagai
berikut:

a. tersedianya formasi jabatan Widyaiswara Utama;
b. melakukan orasi ilmiah.

Pasal 29

Widyaiswara Madya pangkat Pembina Utama Muda
golongan ruang IV/c yang telah memenuhi jumlah angka
kredit kumulatif minimal untuk kenaikan jabatan/pangkat
setingkat lebih tinggi namun tidak memenuhi persyaratan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, penetapan

angka kreditnya hanya akan digunakan untuk

pemeliharaan dalam jabatan Widyaiswara Madya pangkat
Pembina Utama Muda golongan ruang 1V/c.

Widyaiswara Madya sebagaimana dimaksud pada ayat
{1) diwajibkan mengumpulkan angka kredit setiap tahun
paling rendah 20 (dua puluh) dari sub unsur
pengembangan dan pelaksanaan Diklat serta sub unsur
pengembangan profesi.

Widyaiswara Madya sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), dimungkinkan untuk naik jabatan/pangkat setingkat
lebih tinggi apabila telah memenuhi syarat sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 28.

BAB X
DIKLAT KEWIDYAISWARAAN

Pasal 30

Widyaiswara yang diangkat pertama kali dalam jabatan
Widyaiswara  wajib mengikuti  dan lulus Diklat
Kewidyaiswaraan yang ditetapkan oleh Instansi Pembina.
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(2) Widyaiswara yang akan diangkat dalam jabatan setingkat

lebih tinggi, selain memenuhi angka kredit kumulatif yang
telah ditetapkan wajib mengikuti orientasi kediklatan yang
pedomannya ditetapkan oleh instansi Pembina.

BAB XI

PEMBEBASAN SEMENTARA, PENGANGKATAN KEMBALI,

DAN PEMBERHENTIAN JABATAN

Pasal 31

(1) Widyaiswara Pertama pangkat Penata Muda golongan

()

(3)

ruang Ili/a, sampai dengan Widyaiswara Utama pangkat
Pembina Utama Madya golongan ruang 1V/d, dibebaskan
sementara dari jabatannya apabila dalam jangka waktu
5 (lima) tahun sejak menduduki jabatan/pangkat terakhir
dalam  jabatan  Widyaiswaranya tidak  dapat
mengumpulkan angka kredit yang ditentukan untuk
kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi.

Widyaiswara Utama, dibebaskan sementara dari
jabatannya apabila setiap 1 (satu) tahun sejak menduduki
jabatan/pangkat terakhir tidak dapat mengumpulkan
angka kredit sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 14

ayat (1).

Di samping pembebasan sementara sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3)
Widyaiswara dibebaskan sementara dari jabatannya
apabila:

a. dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat
berat berupa penurunan pangkat;

b. diberhentikan sementara sebagai PNS;
¢. ditugaskan secara penuh di luar jabatan Widyaiswara,

d. menjalani cuti di luar tanggungan negara, kecuali
untuk persalinan ke empat dan seterusnya; atau

e. tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan.
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(1)

(3)

(4)

()

Pasal 32

Widyaiswara yang telah selesai menjalani pembebasan
sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat
(1), ayat (2), dan ayat (3) dapat diangkat kembali dalam
jabatan Widyaiswara.

Widyaiswara yang telah selesai menjalani pembebasan
sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat
{(4) huruf a, huruf ¢, huruf d, dan huruf e dapat diangkat
kembali dalam jabatan Widyaiswara.

Widyaiswara yang telah selesai menjalani pembebasan
sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat
(4) huruf b dapat diangkat kembali dalam jabatan
Widyaiswara apabila berdasarkan keputusan pengadilan
yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap
dinyatakan tidak bersalah.

Pengangkatan kembali dalam jabatan Widyaiswara yang
dibebaskan sementara sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 31, dapat dilaksanakan apabila berusia paling tinggi
2 (dua) tahun sebelum mencapai batas usia pensiun
sesuai jabatan terakhir yang didudukinya.

Pengangkatan kembali dalam jabatan Widyaiswara
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3),
dan ayat (4) menggunakan angka kredit terakhir yang
dimiliki sebelum dibebaskan sementara dari jabatannya.

Widyaiswara yang diangkat kembali sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 31 ayat {4) butir a, ¢, d, dan e,
dapat mengajukan usul penetapan angka kredit
Widyaiswara dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan
selama dibebaskan sementara dari jabatan Widyaiswara.

Pasal 33

Widyaiswara diberhentikan dari jabatannya, apabila:

a.

dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan
sementara dari jabatannya sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 31 ayat (1), tidak dapat mengumpulkan angka
kredit yang disyaratkan untuk kenaikan pangkat setingkat

lebih tinggi;
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b. dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan
sementara dari jabatannya sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 31 ayat (2) tidak dapat mengumpulkan angka kredit
yang disyaratkan; atau '

c. dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat dan telah
mempunyai kekuatan hukum tetap, kecuali hukuman
disiplin berat berupa penurunan pangkat.

Pasal 34

Pembebasan sementara, pengangkatan Kkembali, dan
pemberhentian dari jabatan Fungsional Widyaiswara
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, Pasal 32, dan Pasal
33, ditetapkan oleh pejabat pembina kepegawaian pada
instansi yang bersangkutan atau pejabat lain yang ditunjuk
sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB Xl
PENUTUP

Pasal 35

Ketentuan pelaksanaan Peraturan Menteri Negara
Pendayagunaan Aparatur Negara ini diatur febih lanjut oleh
Kepala LAN dan Kepata BKN.

Pasal 36

Pada saat Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara ini ditetapkan, Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara Nomor: PER/66/M.PAN/6/2005 tentang

Jabatan Fungsional Widyaiswara dan Angka Kreditnya
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menten

Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor:
PER/22/M.PAN/4/2006 dicabut dan dinyatakan tidak bertaku.

Pasal 37

Apabila ada perubahan mendasar, sehingga ketentuan
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
ini dianggap tidak sesuai lagi, maka Peraturan Menteri Negara
Pendayagunaan Aparatur Negara ini dapat ditinjau kembali.
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}
r

Pasal 38

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Jakarta

pada tanggal: 25 September 2009

x

MENTERI NEGARA

38




&c

uesodey ¥$'0 9g'0 gL vioBuy| (q
uesode] Z.°0 Sl erjey| (e
‘refeqges ‘It yexybury widiepiqy (€
ueiodey sy'0 | oco $1°0 i eiobbuy| (9] |
uesode} 090 gl Enjey| (e
sieBeqes ‘it 1exBul) widiepiq (2
vesoden 0Z'0 010 4} eyobfuy] (q
vesode 0g'0 il enoy| (e
‘rebeqes A 1ex6ul) widiepg (1
;jenpnng leprg| 9
uejode 0z°0 0o 0L enobbuy| (q
ursode 0g'0 8 enjey| (e
refleqes ')y ueBucion (Z
uniode 0z°0 040 8 ejofibuy| (q
uesode 020 L enjay) (e
‘refieqes ‘1 uep | vebucion) (4
‘uejeqele.d 1eprgj B Mg
suped jepig Whimuny unsnAusy wninyjtny ueunsniusgy 2 Jromtpm,
uesode 08’k b 9 gofbuy ‘q NYYNVSHY13d
velodey) 2z S Emey) e g Nva
'(OxY) 1epig usyMngey sisieue ueNeUESYERY| uBYMingey vesisyeueBued] || NYONVSINIONI] ‘S
eyyes(ddiLs) veupeiey
uep ueyIpipued jewe] spue]
“(dr) ueseferad wel pg (ewuw jeing yejosedwew uep
JENBIIeS /dd LS b L ¥ 1E3Y[L08/dd 1 1S yetosedweir uep jepq pbusy]  ueypereg uep uwiipipusd| z
yezefil 001 004 00t 0oL £ (1-g) euelieg| ‘o N
yezel] osi ost_| 0gl oSt 2 (2-g) euelieseased| Q|  gaBpezel yojosedwew
yezell| 00z 002 00Z 00Z L (¢-5) sopieg| e uep jsEpaneIe)
jeeypanieie; Buek yejoyes ueypipued finyBuapy|  BueX yejones uexipipued] | NWIIGIGNad| v YvLN) |
1] 0 [ 8 i 9 [ r & z {
Bwein | eApey | epnpy | eweped | o3y
TUSYH NYALYS | PIM PIM | PIM ‘PIM_ Jwung NV1VIOIN uing NViVIOaN HNSNN-8NS HASNN | ON
L1I03UN VIHONVIVNYSHY A v [o)' ]

VANLIGIWN YIONVY NVA VHVMSIVAQIM TYNOISONNI NYLVEVE NYLYIDIN NVIINTH

600T H3GWA1d3S ST : TVDONYL

600Z NNHVL¥T ¢

HOWON

YHVYOIN UNLVEVIY NYYNNOVYAVANId
VHVDIN THIINIW NVHALYYId : I NVHIdWV]




oy

ueyseN| oro %3 1B6uL yexbuy | (v)
UeyseN 0e'0 oy yebueveyy 1eybuy | ()
UeySEN 0Z'0 6% venjus 1eytull | (z)
yexseN ot'0 (B seseq poybult | (1)
uebuefusiuey jeuoisBun. yepngl (g
yeyseN 0z'0 I uejeqer uexnjuaquad 1eg) (ef (e
yexseN| OF0 9t | iewbuit undieigl (p
uexseN| 00 se neibuyl, undiepng| (0
yeiseN 0£'0 ¥ tit 1exbun), undiepna (q
HBYSEN 0Z'0 £¢ Al JeyBul wideniq) (e
. leinpinng 1eial (2
yeASEN 040 Ze 1 ueduooo| (q
yejsen 0o L 1l vep | ueBuojoo] (e
:ugieqefeid 1epig) {1 eAuisesjeiseds jenses
‘eAnsasyeiseds |enses jele ueyeq unsniueiy| ‘e| tepliq usyeq teunsniued) ¢
uesode ozo | ovo | oe EIoBbuY (2
ueseden] ov0 | ogo 67 eniay (1]
] qedeqes SR L Iepq] p
uesode 0c'0 0z'0 92 ‘8)0B6uy (Z
uesode]]  ov0 L2 ema) (|
:rebeqes 16B8u11 yexbul (p
ueiode? 0c'0 0Z'0 040 T4 #10bBuy (2
ueloden| oo g2 enjey (|
‘jebeqes ‘yebusuayy jexbuy (2
~ umsode 0£"0 0Z'0 01'0 [73 1ob6uy (2
“uesode| oy0 €2 enjay (1
yjebeqes 'ueinfue 1exbul (g
uejode 0Z'0 010 44 €1068uy (2
uriode) 0€'0 (&4 eney (1L
‘reBeqos ‘Jeseq 1enbuil (e
uefueusiuad peuoisBung temia (2
uesode 0¥'0 0Z'0 07 ejobuy (q
uejode 09'0 6L enjay (e
‘jetrorsBun; uejeqe| ueymuequad jepial (1
‘[evoisbund 1eppq| 2
uesode 090 LT ejoBbuy| (g
umiode! 090 1L ey (e
JeBieqes ‘| jexBuy widepg (v
it [T} 6 8 ] 9 9 r £ T 1
swmn | wApew | epnpy | swmpey | o3y
NSYHNYNLYS | PIM | Pim | ‘P PIM_ [ ¥ILNS NYAVIOaN MuLNg NVYLYIOaX HASNN-ENS BASNN | ON
LIOTHY VHONVY/VNYSENVIad 200M




3 4

INPON 00 | 89 i ueBuoo] (g [}

Inpow 09°0 19 11 uep 1 ueuojon| (e

ueIEgesd Jeig; (L
‘eAuisestie|sads enses 1epiq Inpow unsniusiyl p

GueAe) ueyeg| 010 010 010 010 99 siue) lepiq| (»
fuede) ueyea| 0v'0 59 168uy, 1exBurL (¥)
tuefe] ueyeg 0c°0 ¥9 yetuoueys 1exBulLj (€)
BueAs] ueyeg 0Z'0 ) venjue 1eyBuyL! (2)
Buefe ) uayeg 0L'0 Z9 Jeseq jewburn| (1)
:ugBueluafued [euoisBund 1eppal (q
Surie} ueysg 0Z'0 19 uejeqer usynjuequed temiql () (€
Buekey ueyeg| o0 09 tienbuy, uidiepyal {p
Buekel ueyeg] 00 65 )| yexBur) undyeppq| (0
Suefu] ueyeg 080 [ (it eburl wndiepna) (q
Buwle] ueyeg 0z'0 1] Aexsuyl widieng] (e
‘lesnpnas lepial (z
Bugie), usyeg 010 95 1 veduojon| {(a
tuede L usysg 040 -1 1 uep | usBuojon] (e

:uereqeid lepiaj (1
:eped ‘eAuisesiieiseds|
ienses Buele) ueyeq unsniuapy| o

dvS Usp gd89| ot'0 oL'0 0L'0 010 s syl tepual (v
dvS Uep ddgo| ovo £ 166u1 1exbuit | (v)
JYS Uep dd99 0£°0 5 yeBususyy 1eyBull | ()
JYS URp JdBO 020 15 usnfue 1exbuyt | (2)
dVS Uep 4dg9)| 010 05 seseq yexbup | (1)
ueBuefuslued feuorsbund tepial (g
dvS URD 4d8D 020 &% uejeqer ueymusquind epial (e (e
dvS uep ddas| or'o gy 1 yexu wnchepnia| (p
dYS USP ddgD| or'0 r i 3eyBugL undiepig] (@
_ dVS USp ddg9 0£'0 gy i vexBuLL undiepnal (q
dYS UBp ddfl9 0Z°0 ¥ Alesbuy undiepnaf (=
:lempinns lepual (2
dVS URP dd89 010 144 iy uebuoos| (q
d¥S UBP 4489 01’0 %4 11 vep | vebuojoo| (e

:uejeqesd 1Epia) (4
18N59% RI/JVS UBP OWJEN/JIO unsniuepy| *q

Yeysen| 04’0 0L'¢ 'IX) [ 1) [44

suxey tepia)] (v
[¥3 (13 6 8 y 9 g | 4 [ 4 b
sumn | eipey | epny | ewepeg ‘O3
AISVH NYLYS PIM ‘PtM PIM "PIM 1 NG NVIVIOIN ¥Milng NV1VIOaM HASNN-B8NS HNSNN ON
LI0IUY YHONYIVNVYENY I3 Y FA0M




2

Cereiereg wer| 500 % 1 1EyBu) undepqa] (v }
uesefereg wer| 900 58 neybuy widiepna| (¢
uenfee wep 20’0 T) i yeyBory, widiepnq| (2
uesRfeeg wer 70’0 £6 Al 1R36urL widieyay (4
Jnpnas lepial 9
uesefejeq wer $20°0 &6 i1y uebuon| (2
verfees wer czo0 | 16 n vep | ueBuciop] {1
s uejeqefesd jeppqgl e eAusesjie|seds
:gped 'eAuises)eisads ensas {ensas 1ep|q sejay uedeop
1°pIg seiey uedep ipexnu deje) ueseussiee| (P eYPw dne) ueeuRTyEled
uvmiode| zowo z0'0 z0'0 z0'0 06 “spiey repial (r
ueiode| 20°0 68 18Bu)) yexbuil} (v)
uesodey 90°0 T yeBusueyy tenbuti | ()
ueiode] y0'0 IT] uejniue] jexbull| (z)
uriode] z0°0 98 Jeseq je%0ulL] (1)
:ueBuefue(ued jeuoistung leppq| (q
ueiode ¥0'0 [T uejeqer ueynuequad 1emig] (e (e
usiodel| 00 ¥ {rexBul widiepna| (p
ueiode| 800 £g 1 1exuts undiepial ©
ueicde 900 z8 10 yexbutl, widiepna| (a
uriode ¥0'0 18 A exBu widiepya| (e
‘RINYUIS 1eia (2
ugsode 00 08 Wl vebuojoo| (g
ueiode z0°0 N 1l uep j uebuoion)| (e
ugjeqeld lepial (L
1enses j1epiQ) vetin jeos unsnfuap| e
INPOW| 090 090 09°0 030 9L suxat repial (v
Inpow| o'z iL 18Bupt yexbuil| (v)
INPOW 08'L 9L yeBusuepy yexbus) | (g)
npon 0zt gL uenfue Jexsuyy | (2)
mpow 09°0 ¥ Jeseq jeibuly| (1)
:ueBuefusiuad jeuotsBund tepnal (g
Inpowy 0zt €L uejeger ueynjuequied yepiaj (ef (e
inpop]  ov'Z 2L  1exyButy, unchepnal (p
npop| O¥Z [¥3 Il exBuy wndrepnal (o
Inpony 08k 0L 111 1etu) widiepra) (g
npoy A 69 Al teytuyl widiepna| (e
‘Jempinns jemial (2
113 [113 6 8 4 ] [ r [ 2 L
swmn | whpey | epny | sweeg | cpay
MSYHNVYALYS | PIM | ‘PIM | '‘PIM PIM | Mung NVYAVIO3M MlLNg NYLYIOIN HASNA-ENS HNSNN | ON
LIOIWY YHONVVNVSHYIaL IgoM




cr

ueiode] 090 22t 1 yrbn wdhepua] (v ]
vedel] oy'0 12l i eyBusL undiepal (€
uriode| gL°0 310 0Zi i iextur) widiernal (2
verodey] ovo | ot | oro T A xSt wdienna {1
:eAuisesyeiseds [Bnses [RININAS 1BMIQ 2ped
JOMId weiep 1epia epesed Buiquiquan! g
ussodeq| o090 8l 1 1Bu, widiepna} (v
ueiode]] ov'o LI i yeyButy, wndiepal (€
uesode)| §1°0 510 91l in veiBul widteryal (2 eAujses|jeisads [enses
uvesodey| o010 oL'o 050 St AeyBuil widiepng| (4 leanpnyg yepiia eped Epna
uesynued weiep jepi spesad Buiquiquepy| ‘e epesed ueBujqunqued
uelodey| zo'0 zZ0°0 20°0 200 (443 Sijal epig) P
uesode| 800 £Lt 168w jenbuil| (p
uejode 20°0 ZHE yeBuauayy 1eybul] (o
uzsode ¥0'0 LhE vepnfue yejbuiyl (9
uesode 200 oLl Jusecy jeybuyy| (e
;ueBuefuefusd eucisBung 1epig| (2
uesode] v0'0 601 jeuoisBun uejeqer usynuequad lepal 1
‘sucistiund jeya| ‘o
vesodel} $Z°0 801 j dexBuy) undiepial (v
uesode}  »z'0 101 I 1eyBuly widiepna) (€
ueioden) ¥0'0 a0l m 1exBuL widiepng| (2
ueioden z00 501 Al 1exBut) usidiepig| (4
Jenpnas 1epiq ‘9
uejode 200 01 11} ueBuojonyi (z
ueiode 200 €01 11 uep § ueBuojen! (1
:uejeqefesd jepial ‘e
:eped 'eAuisesyesedsiedu|sesijesede jenses jeiq
{ensoes JEpIQ uslin uegeme! esypswep| ueiin urgqeme! uresyLsWa
vesmfeiog wer| 9zo'0 £20°0 9200 $200 <04 . suag epal p
uesefelog weel  90°0 101 1B6uiy exbu] (p
unefeed wer $0°0 1018 yebueuven jexbuil| (0
ueiefeieg wer »0'0 66 ueyniue jeyBuy | (g
uessfered wep sZ0'0 96 Jeseq1exbUIL]| (e
:ueBuefuafued jeuoisBung 1emiq| (2
uemfeled wer »0°0 8 teuoysfung uejeqer umnjusqwed 1EMNG| (1
‘euofsBund temial o
1 0 6 8 L 9 Iy r T 3 .
swwn | wApew | epny | ewened | rpay
TSVYH NVYNLYS "PIM ‘PIM ‘PIM ‘PIM NG NYLYIOaEN dilng NVYL1VIOaM UNSNA-aNS HNSNN ON
LIGTEN YHONVVNYSHY IS FJA0M




oY L 3 b b gri punsuy} (9
eMY) 097 | 09F | 08T | 09T | ot iseypeneIet euoiseN) (g
iy g S § Y (2]} feuoiseweluy (e
e jewnpy (1
‘wreyep yenunp Buek ‘ming uoN| ‘g
mong| g g g s o soup3| (2 H.mm”“_:_..um“u“
mng) 0z 0z oz 0z 24 s3] &) | nejeep ueyepypey dnyBuy
ueyIepaip UBp ‘ueGIeNp 'NESI uebusp ming| e yenaey Buek (L) yewy 1sojoud
umenypex dmiBuy tewse Buel 11y jenquiaiy sun) efuey uejenquied| | ueBuequisBuad| o
uesodel| €00 £0°0 €00 £0°0 ori suNaliepiig) P
vaiode] Z4'0 6tl 160y jeyBut] (p
uesoden 60°0 18 yeBusuaw 1exButy| (o
yesodey 90°0 Lgy ueinfue texbuiy| (9
uesoder) £0'0 9cl JeseqievBuiL] (e
, :ueBuefuelued reuosBund Jemal (2
uejode 90°0 Stl {euojsfund uejeqer ueymuequad iepal (1
seuossbung jepng| 9
umiodey] zio ¥EL 1yeBuil udiepial (v
vesodey| zio SEL 11 1eButy widiepqa) (€
wesode 80°0 zel 1l yexBuyL undieppa) (2
uwiode) 800 LEL Aleybutl widepg| {4
Jempinng iepial ‘q
vesode) £0'0 0t I uebuojog| (z
velode £0°0 ;113 1l uep § ueBuoiog| (i
uejeqe(esd 1exal e g
:eped ‘1eppg weiBosd jsenjeas UBYBUBSYEIDW waiBosd uesenrasBuey) g
uriodey z0'0 10°0 821 (ar ot Puwiw) myoBBue] q
veiodel] vo'0 | coo 12} {dr o€ [ewjujw) gemef GunBiueuad| ‘e vAuisueisu| p
Jefaqes ‘elujsurisyl 1p jepig wesBoud ejoebusiy] Jepq weiBosy urejojebued| £
uesode] 930 ozl t1eyBu), widiepnal| (v,
umsodey) 910 szt 1 1egbul) wihepna| (¢
uniodey| z1'o Zvo rZi 1it JExBult widiepna| (2
uelodey| 80'0 80°0 800 £z ALjexburs wndyepeg| (1
‘sAUtsEsyis|sads (2ns0s |RIMNNAS jepa
eped s9i0) weep isnysip/eliexeyoyieuines
eped Joquinseseu pojesepow pefusy|
i 0 6 [] i 9 ry Y T z T
swnn | vApeyy | wpny |ewrped | -ogy
AUSYH NYNLYS “PIM PIM PIM ‘PIM Hitng NVLIVIOEN ¥ling NYLVIORN HNSNN-9NS HASNA ON
LIATN VIONVIYNYSHVYIID Elale)l |




14

BIRMEIRADIM
viemsieApiag [euoisBung] (euvojsBung vereqes euey
Wvdna| ¥0'0 | »00 ¥0°0 ‘¥0°0 991 uwieqel fenued Wiy, werep ejobbue jpefuon wit wepep ueerofidureey| o
unye) denag| su'0 | SL0 | S50 | S0 ok ®obbuy) "q
umye] degog| 3 i 1 v ¥ol snunBuedi ‘e 188j014 tseSiUEBIO
‘isejoid 1sesiueBio ueejobbuesy nnxibualy wegep uveejobBuesy| g
eiemsieApip
|susjediuo)y ueseMmEMm
e deneg| 1 3 } ] £91 epiued ejobbuewpesed 0ieiepol| ‘g veBuequwsBusd exBues
e deijeg| 2 4 z z (4] efued ensy /jledusd/seyequedsequinseleN| ‘8 wejep elieyeyojeupues YHYMSIYAQIAM
:rebeqes eAmmyeoyseunues gmjbusyy weyep gueg urind| vl SYONL ONVINNNId] ONVINONISL] 1
sjsdownig efujsesyejseds jensos
uzp Ry Moy ¢ § g 9 19t | eAujsesyeisads [ensas yenulf [SEIO UBNRUBSYEIBN] Rl ISeI0 UBRURSIR|Ad | ¥
uenpued| os'k | o't | o5L 0g'L ] uejgppen usnpued] g umepipey dnyBu;|
uRImeied € € £ LY 851 usfuepun-fuepunisd ¥npoid] ‘8| wepep uenpuedmuranieied
dnyBun wejep uenpuedueiniesad Jenquiew unenquisd ©
‘yeNSeU RNjUeq Weep
ehuisesyeisads usBueqwebuad nejeuep eAujsesye seds
ueepnpey dnxBuy jiexsey Buek nynq uiejes ueBuequeBued neje/uEp
YEASEN 1 3 3 } 861 efuuie| ueyeq yep mpeiuswyueyyewsliousiy) -q ueyeiypex dnyBuy yexsy
uesseN| 09°1 05’4 | 0§ 08°) J11} veysen! (2 Buek nynq ueies eAuure)
ming L L 3 L a5t : ming! (1 yejwy ueyeq uep nyng
yexiey Bued myng anpeAuewuenyewelisuey| ‘e | ueinpeiusd preyewefisuad! 2
yeyseN 1 L } L -1} uejnyBuesieq Suek ysueisut ysjo inyeip| (¢
yeusen| 2 z z z ¥54 ueexeisndiad 1p ueyiseluawnyopip| (z
yeyseN! ¢ £ £ £ £51 yerun) uenweysd weep uesifesip| (1
yevseN| o
oy 2 z [ 4 z Z51 susgem| (g
oy 09') 05°} 08t 08" 154 o] (g
1Y £ £ £ £ 051 jeuorseN; (B
. weqey g (v
Il osz | osz | osz | o3z | em feuoiseN; (q
s 9 § [ (13 {euoisewany! (e
:Bupasocid ming} (¢
Y| 05°) 0S°) st 09°L Pl seypamese) yepiy| {q
sy € £ £ t orl isenpanesol| (e
‘yei yeiele| (z
173 04 6 ] L 9 P y T Z Y
, wwein | wipey | wpniy | ewenied | o3y
TSYH NYIivs ‘PIM ‘PIM ‘PIM ‘PIM duna NVYLVIOaN NG NYLiviDaM ASNN-ans HASNN ON
LITIEN YHONYVNYENYISL 3a0M%




YVUuVYOIN b3S

meeo| oL 01 ol oL 9L sjuepese uejeunoydy Jepb ysjciadwap) 3
yeuaiad
webeyd L I 8 1 Gil vep efuute) veeBreyBued yojosedwep| q
umbeld) 1 1 L b yiL unye) (unindss) 04 (€
webetd) 2z z z z £LL unyey (ynind enp) oz} (Z
wefeid| ¢ £ £ £ ZLL unye) (ynind eBn) og] (1 gsep EpURY [uBIRWLIONE)|
eugous eljeg ueelieybued yejoledwoapy) ‘e webBed ueyeiosed
yezef)| s ] S § - 743 (1-5) euelreg| >
yezel| o1 oL 04 0} [ (2-g) Buepeg eosed) ‘q eAujsesy|ejsods |enses
yezelj] gt Sl st St 691 (£-8) Jopjoq| e ¥epp BueA ueeue(ieasy
1enses yepn Buek ueeueliesey Jejob yejosadwow JetoB ueysjosod
efuyemeq(p
efujemeq)p| Buefuef esemsteipip
uesede| 920 520 $2°0 §2'0 894 Bue(ual etemsieApias epeday Buiquiguiol epeday veujquiqued
1} 04 6 8 z 9 [ 4 £ z 4
ewmn | eApely | epniy | eweped | oIy
USYH NVYNLYS PIM ‘PIM PIM ‘P | HuNE NYLYIOIN ¥uNg NYLYIO3IN WNSNMN-8NS HUNSNN ON
LIQTUM VMONVYIYNYENVYIAd Q0%




v

050} 0S8 002 0SS ooy 00¢ 002 (]-]8 00} HYIWANr
061 0S4 0zl 06 09 oy 74 0l - %0Z 2 tepyp Buepiq 1p sebn Buelunuag
ONVINNNIJ ¥NSNN) 2
isajoid uebuequiabuag 9
092 009 o8y 09¢ V)74 091 08 ov - %08 5
1EpIg ueeueSYyRlRd P ueBuequabusy g
epiag 'z
oot 00t 001 004 0ot 0oL 00l ool 00l UeoMas ueyIpipusd ‘|
ueyIpipuad v
VINVLN MNSNN| L
o/Al PIN) INL /Al BiAl /M o/t anit e/l
YAvLN VAQVA VO YWVI¥3d | 3gvinasoud ¥ASNN "ON
VHVYMSIVAQIM TYNOISONN NvLvavr .
LIA3¥X YYONVY NYQ ONVNAN NYONOTOD INY.LVAVE ONYIENIL
Al VINOTdIQ/A1S) YNVYIEYS NYMIGIONTd NYONIQ YHYMSIVAQIM -

LYHMONVYAINVLVYEVYT NVUIYNIX NVQ NYLIYHONVYONIS MNLNN
AVININIA JLLYTTNINNY LIQ3UA YYMONY HYTANP

600C Y38N3ILd3S ST TVOONVL

6002 NNHVL #L: HYOWON
VHYOIN dNLVHYdVY NYYNNOSYAYONId
YHVOIN [H3ININ NYENLYHE3d * 1| NvHIdAY



‘VHVYOIN YNLYHVY 4

VHYOIN 143 mswa _E?\w& s

14

*

0501 058 00L 0SS oor 00¢ ooz oSt HYTWNr
08} orl ol 08 0% og ol - %02 2 1epyp Bueptq Ip sefim Guefunuay
ONVILNANId ¥ASNN| 2
1sa401d ueBuequisBuad o
02l 095 ()44 0ze 002 0z1L oy - %08 5
1epjIQ veeuesiejad § uebuequabuaq g
©pa e
0st ost 0s1 051 061 0si ¢l 05t Ye|ONas UBNIpipudg |
ujIpIpusd v
. VYAYLN MNSNN] |
8/Al PIAI M qiAl B/AI pill ol q/ml
20 VAGYW vana YWVIH3d | agvinasond HASNN ‘ON
VHVMSIVAGIM TYNQISONNL NY.LYEVYr
LIA3u8Y VMONY NVQ ONVNH NYONOTOD INVLYEYE ONVINIr i

(ZS) YNVIrVvs vOSVd NYMIGIONId NYON3A YHYMSIVAGIM
LYHONYAINVLVEY NYHIVNIY NYQ NYLYMONYONId MNLNN
TYIWININ SLLYTANNY LIA38M YHONY HYINNE

600Z Y3gW31d3S ST - TIVOONVL

6002 NNHVY.L ¥l YOWON

YHVYOIN HNLYHYAY NYYNNOVYAYANI
YHYOIN IHIININ NYHNLYHEId

FHE NN




14

0501 058 00L 056 ooy 00t 002 HYIWAT
0L} oel 001 0L ov 0z - %02 T 1epiip Buepiq 1p sebny Buefunuad
ONVINNNId ¥NSNN| ¢
1sejoxd uebuequiaiuagd
089 0zZs 044 08¢ 08l 08 - %08 5
1epi ueeuesyedd 9 uebuequsbusy ¢
a2
00¢ 002 00¢ 00¢ 00c 002 002 yeioyas ueyipipuad 'L
uByipipusd v
YINVLA HMNASNN) |
9JAi PIAI Al /Al BIAL P/l i
AL YAQVI vanw JSVY.INISOUd dASNN ‘'ON
YHYMSIVAQIM TYNOISONNZ NYLVEVYl
LIG3HY WONY NvYd ONVNYE NYONOTOD INVLVYEYE ONVYINIF

600C NNHVL #L°

(£8) MOIMOQ NYMIQIANTd NYONIA YHVMSIVAGIM
LYMONVA/NVLVEVE NYMIVNIN NYQ NYLYMONYONIL MNINN
TYININIA SILYININNY LIATHY VIONY HY TINNS

600¢ ¥38W3A L3S 6T I TVOONVL

HOWON

VHVOIAN HNLVHVdY NYWNNOVYAVONId
VHVYOIN IHILINIW NYHNLYEId © Al NVHIdAYT

.




